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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN SEMPADAN SUNGAI KAYAN DI TANJUNG SELOR

Muhamad Helwin Setiawan
helwin120581 @gmail.com

Program Pascasarjana
Umniversitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi kebijakan
pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor; 2)
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan
pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor.
Permasalahan utama dalam penelitian im adalah adanya ketidakselarasan
ketentuan garis sempadan Sungai Kayan di dalam RTRW Kabupaten Bulungan
sepanjang 100 meter dari tepi sungai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Ketidakselarasan im1 pada tahap
peiaksanaaimya telah menimbulkan permasamuau dalam pener‘mtau izii
kegiatan usaha dan mendirikan bangunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini memaparkan
mengenai implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor berdasarkan fakta dari kondisi yang ada di
apangan maupun dari dokumen Pemerintah Kabupaten Bulungan yang berkaitan
dengan kebijakan pengembangan kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung
Selor. Penelitian int dilakukan di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara dengan subyek penelitian berupa dokumen Pemerintah
Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor. Model implementasi kebtjakan yang peneliti
gunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor adalah Direct and Inderect Impact on
Implementation yang dikembangkan oleh George C. Edward III.

' Implementasi kebtjakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan gungal
Kayan di Tanjung Selor dalam kesimpulan penelm tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor
28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan
Danau. Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada masalah tidak dapat dilakukannya
penerbitan ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang kawasan
ini.

Kata kunci : implementasi, pemanfaatan ruang, sempadan sungai
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF LAND USE POLICY
OF KAYAN RIVERSIDE IN TANJUNG SELOR

Muhamad Helwin Setiawan
helwin120581@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This research aims to: 1) analyze the implementation of land use policy of
Kayan Riverside in Tanjung Selor; 2) analyze the factors in the implementation of
land use policy of Kayan Riverside in Tanjung Selor. The main problem in this
research is the mismatch of the boundary line of Kayan River in Bulungan
District Spatial Pianning along 100 m from riverside with Regulation of Minister
of Public Works and Public Housing Number 28/PRT/M/2015 on Stipulation of
River and Lake Border Line. This mismatch has caused problems in the issuance
of business licenses and building permits.

This research is a qualitative research. This research describes the
implementation of land use policy of Kayan Riverside in Tanjung Selor based on
the facts in the field and from the Bulungan District Government documents
related to the development policy of the Kayan Riverside in Tanjung Selor. This
research was conducted in Tanjung Selor Subdistrict, Bulungan District, North
Kalimantan Province with research subject in the form of Bulungan District
Government document related to development policy of Kayan Riverside in
Tanjung Selor. The policy implementation model that researchers use to assess
the implementation of land use policy of Kayan Riverside in Tanjung Selor is
Direct and Indirect Impact on Implementation developed by George C. Edward
/A

The implementation of land use policy of Kayan Riverside in Tanjung
Selor in the conclusion of the researcher is not in accordance with Regulation of
Minister of Public Works and Public Housing number 28/PRT/M/2015 on
Stipulation of River and Lake Border Line. This mismatch has implications on the
problem of non-issuing business licenses and building permits throughout the
region.

Key words : implementation, land use, riverside
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BAB IV ‘

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi umum
dan karakteristik ﬁﬂayah yang akan menjadi fokus utama penelitian. Deskripsi iiii
sangat berperan untuk memberikan gambaran awal wilayah penelitian.
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan
Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Bulungan _terletak pada

koordinat Geografis 2° 09° 19” — 3° 34” 49” LU (Lintang Utara) dan 116" 04’

[x]

417 — 117° 57° 56” BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah 14.339,28 km*.

Wilayah Kabupaten Bulungan secara administratif dibatasi oieh :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung (K'TT);

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau;

¢. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau. |
Kabupaten Bulungan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu

Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan

Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara; Kecamatan Tanjung

Palas Timur, Kecamatan Tanjung Seior, Kecamatan Tanjung Palas Tengah,

! Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Bunyu. Menurut data BPS Kabupaten

Bulungan (2016), luas wilayah masing-masing kecamatan dipaparkan pada

tabel 4.1 di bawah 1n:.

51
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan (km2)
Kecamatan Luas (km?) Persentase (%)
(1) () (3)
1. | Peso 3.142,79 23.84
2. | Peso Hilir 1.639,71 12.44
3. | Tanjung Palas 1.755,74 13.32
4. | Tanjung Palas Barat 1.064,51 8.08
5. | Tanjung Palas Utara 806.34 6.12
6. | Tanjung Palas Timur 1.277,81 9.69
7. | Tanjung Selor 677.77 5.14
8. | Tanjung Palas Tengah 624.95 474
9. ! Sekatak 1.993 98 15.13
10. | Bunyu 198.32 1.50
Bulungan 13.181,92 100.69

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2016

Berdasarkan data statisttk BPS Kabupaten Bulungan (2016), Jumlah

penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2015 berjumlah 138.227 jiwa

dengan distribusi penduduk laki-laki sebanyak 74.040 jiwa dan penduduk

perempuan sebanyak 64.124 jiwa. Distribusi jumlah penduduk dan rasio jenis

kelamin di setiap kecamatan dipaparkan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Jenis Kolamin Rasio
Kecamatan Jenis
‘ ‘ Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Kelamin
(1) 2) 3) “4) )

1. | Peso 2.358 2.006 4.364 117.5
2. | Peso Ililir 2.355 2.01 4.365 117.2
3. | Tanjung Palas 8.624 7.729 16.416 111.6
4. | Tanjung Palas Barat 3.921 3218 7.139 121.8
5. | Tanjung Palas Utara - 5.819 5.066 10.885 1149
6. | Tanjung Palas Timur 6.996 5.775 12.771 121.1
7. | Tanjung Selor 26.293 22.949 49.242 114.6
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Jenis Kelamin Rasio
Kecamatan Jenis
Laki-Laki | Perempuan | Jumiah | Kelamin
(1) (2) 3) ) (5)

8. | Tanjung Palas Tengah 5.641 4.909 10.550 114.9
9. | Sekatak 5.112 4.655 9.767 109.8
10. | Bunyu 6.921 5.807 12.728 119.2
Bulungan 74.040 64.124 | 138.227 115.5

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, Tahun 2016

Menurut RTRW Kabupaten Bulungan (2013), karakteristik wilayah
Kabupaten Bulungan berdasarkan topografi, geologi, sistem lahan, dan
hidrologi dijelaskan sebagai berikut :

a. Topografi
Topografi Kabupaten Bulungan berupa pulau-pulau kecil,
dataran, cekungan, perbukitan bergelombang, pegunungan, dan gunung-
gunung. Topograft Kabupaten Bulungan mulai dari pantai timur
ketinggian 0 meter dari permukaan laut (m dpl) hingga gunung-gunung
1670 m dpl (Gunung Kundas) di bagian barat, yaitu di Kecamatan Peso,
Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Sekatak.

Pembagian topograft dan kriteria bentuk lahan, ketinggian,
kemiringan lereng di Kabupaten Bulungan dibagi lima wilayah
ketinggian yaitu (RTRW Kabupaten Bulungan, 2013):

1. Wilayah yang relatif datar pada topograﬁ' dataran dan cekungan
dengaﬁ batuan endapan dan bukan endapan. Dataran, dataran pantai,

daerah rawa, daerah bantaran dan meander sungai. 'Wi]ayah ini

kemiringan (0 — 8) %. Beda tinggi (5 — 10) meter terletak pada

ketinggian (0 — 100) meter dpl;
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1

Wilayah yang relatif miring atau berada pada topografi dataran
miring hingga berombak, kemiringan lereng (8 — 15) % dengan beda
tinggi (10 — 20) meter, terletak pada ketinggian (100 - 500) meter;

3. Wilayah pegunungan, gunung, perbukitan dengan kemiringan lereng
(15 — 25) %, relief dengan beda tinggi (20 — 30) meter terletak pada
ketinggian (500 — 1000) meter dpl; |

4. Daérah bukit terjal dan lereng atau berupa lereng bukit dan lereng
gunung terjal kemiringan lereng (25 — 40) %. Relief dengan beda
tinggi (30 — 50) meter, terletak pada ketinggian (1000 — 1500) meter
dpli;

5. Wilayah puncak gunung yang sangat terjal atau puncak bukit dengan
kemiringan lereng > 40 %. Relief ini mempunyai beda tinggi > 50
meter pada ketinggian > 1500 meter dpl.

b. Geologi
Menurut Bemmelen (1949) dalam RTRW Kabupaten Bulungan

(2013), struktur utama geologi Kabupaten Bulungan merupakan gunung

api tua dan sedimentasi, serta batuan metamorfik. Produk yang dihasilkan

menutupt  sebagian wilayah dari blok pegunungan dan membentuk
perbukitan hingga dataran panepiain (dataran) bagian timur. Geologi

Kabupaten Bulungan berdasarkan pembentukannya dapat dibedakan

dalam 4 (empat) kelompok yaitu (1) batuan endapan permukaan, (3)

batuan intrusive, (3) batuan sedimen, dan (4) batuan volkanik (RTRW

Kabupaten Bulungan, 2013).
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c. Sistem Lahan

Berdasarkan kondisi bentuk lahan, geomorfologi, geologi, dan
hidrologi, maka Kabupaten Bulungan dibagi dalam 8 (delapan) satuan/
sistem lahan, yaitu (1) sistem pantai, (2) sistem rawa pasang surut, (3)
sistem dataran alluvial, (4) sistem rawa-rawa, (5) sistem teras-teras, (6)
sistem dataran, (7) sistem perbukitan, dan (8) sistem pegunungan. Setiap
sistem dapat dibagi dalam beberapa bentuk laban, sehingga Kabupaten
Bulungan terdapat 15 (lima belas) satuan lahan (RTRW Kabupaten

Bulungan, 2013).

d. Hidrologi

Sungai terbesar dan terpanjang yang melalui Kabupaten Bulungan
merupakan DAS terpadu antara DAS Kayan, Sub DAS Sekatak, Sub
DAS Selor, dan Sub DAS sungai-sungai kecil. Sungai tersebut berbentuk
anak-anak sungai memanjang membentuk pola drainase dendritik dan
paralel yang merupakan perpaduan antara sungai utama dengan cabang-
cabangnya. Sungai mengalir bebas ke berbagai arah pada material yang
relatif homogen, seperti batuan sedimen dan volkan yang berstruktur
horizontal. Adapun wilayah Kabupaten Bulungan sebagian besar masuk
dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Kayan, sedangkan DAS Berau hanya
meliputi  wilayah selatan. Kabupaten Bulungan (RTRW Kabupaten

Bulungan, 2013).

2. Gambaran Umum Tanjung Selor

Di dalam RTRW Kabupaten Bulungan (2013), Tanjung Selor

ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang direncanakan sebagai
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kawasan perkotaan dengan fungsi simpul kegiatan ekspor impor yang
mendukung pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau
beberapa kabupaten, dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala
provinsi atau kabupaten. Posisi PKW Tanjung Selor terintegrasi dengan PKW
yang ada di sekitarnya, yaitu PKW Tanjung Redeb dan PKW Malinau. Selain
itu PKW ini juga memiliki posisi pendukung kegiatan yang ada di PKN (Pusat
Kegiatan Nasionai) Nunukan dan Tarakan.

Tahun 2014 merupakan tahun yang cukup penting bagi perkembangan
Tanjung Selor karena pada tahun inilah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk
dan menetapkan Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi. Begitu juga dan
sektor infrastruktur yang terlihat secara fisik dengan penggalakkan
pembangunan yang tersebar di wilayah Tanjung Selor.

Pengembangan yang intensif dan ramai cenderung masih berada di sisi
barat Tanjung Selor yang didominasi oleh fungsi kawasan permukiman,
kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perkantoraﬁ pemerintah yang
memiliki skala pelayanan kota.

a. Ekonomi
Di Dalam draft Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung
Selor (Bappeda Kabupaten Bulungan, 2012), Pertumbuhan ekonomi
Tahjimg Selor didomihas’i oleh sektor perdagangan dan jasa, dimana
koridor komersial dapat dengan mudah diidentifikasi di sepanjang pesisir
barat Tanjung Selor. Potensi pengembangan di masa depan, seperti

pengembangan pusat kegiatan kota untuk perdagangan dan jasa, serta
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area pariwisata di sepanjang koridor Jalan Sabanar Lama-Jalan Katamso-
Jalan Jenderal Sudirman dapat menjadi potensi untuk Tanjung Selor.
b. Daya dukung fisik dan lingkungan
Secara topografi Tanjung Selor yang berada di Tepian Sungai
Kayan memiliki wilayah yang relatif datar dengan bukit-bukit yang
cenderung landai, dengan ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut
(dpl). Sebagian besar wilayah Tanjung Selor masih belum dimanfaatkan
untuk pembangunan dan sebagian besar ruang kota di Tanjung Selor
didominasi oleh lahan-lahan kosong yang ditumbuhi rumput, semak
belukar, hingga hutan. Wilayah Tanjung Selor termasuk pada ikiim tropis
dengan suhu udara berkisar antara 21°C - 36°C dengan kelembapan yang
relatif tinggi berkisar antara 83%-87% (draft RDTR Tanjung Selor,
2012).
¢. Signifikasi Aktivitas di Tanjung Selor
Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Tanjung Selor
pasca disahkannya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara,
| | pemerintah daerah terus berbenah dalam mendorong pengembagan
melalui peningkatan kualitas fisik dan infrastruktur kawasan. Berbagai
lokasi strategis yang memiliki makna dalam pembentukan kota dan
dimanfaatkan sebagai area rekreasi warga juga turut dibenahi secara

bertahap. Lokasi yang sering dijadikan tempat beraktivitas di Tanjung

| Selor antara lain sebagai berikut (draft RDTR Tanjung Selor, 2012):
1. Taman kota di pesisir Sungai Kayan dan lokasi Tugu Cinta Damai;

2. Sungai Kayan, sebagai jaringan utama moda transportasi sungai,
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3. Kampung Arab, permukiman tertua di wilayah Kelurahan Tanjung
Selor Hilir;

4. Alun-alun di kawasan kota tna sebagai area aktivitas olahraga;

5. Tugu Putri Lamlai Suri Telur Pecah, simbolisasi legenda sebagai
awal mula hadirnya kehidupan di Tanjung Selor;

6. Pasar tumpah yang berlokasi di Jalan Suprapto;

7. Pasar Induk Tanjung Selor;

8. Pasar malam dan kuliner tepi sungai, sebagai pusat hiburan malam
hari di Tanjung Selor.

7 Perbaikan dan pembenahan yang terjadi dengan penyediaan

‘ fasilitas umum semakin menarik minat warga kota untuk melakukan

I interaksi dalam bidang ekonomi maupun sosial di Tanjung Selor.

Tantangan ke depannya adalah untuk melengkapi sarana fasilitas umum,

misalnya area parkir kendaraan, kemudahan akses dan sirkulasi, serta

pemenuhan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di lokasi-lokasi

tersebut di atas tanpa mengganggu aktivitas lainnya.

3. Gambaran Umum Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor
~ a. Aksesibilitas/Pencapaian
Karakteristik geografis Tanjung Selor yang dikelilingi sungai

membuat jalur transportasi air memiliki peran yang sangat penting dalam

menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Kondisi ini
membuaat peran koridor area tepi sungai (riverfront) menjadi penting
sebagai citra gerbang masuk kawasan. Konteks lokasi penelitian yang

berada di koridor Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Katamso-Jalan Sabanar
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Lama terletak pada sisi barat Tanjung Selor yang merupakan akses utam

{

menuju pelabuhan penumpang dan barang (draft RDTR Tanjung Selor,
2012).
b. Pusat Aktivitas
Kawasan Sempadan Sungai Kayan ini merupakan awal mula
Tanjung Selor berkembang (sisi selatan), sehingga kebiasaan untuk
berdagang/beraktivitas di tepi sungai masih terlihat saat ini. Koridor tm
juga terlayani oleh fasilitas pelabuhan penumpang (speed) dan pelabuhan
barang yang menambah hiruk pikuk kegiatan di sepanjang koridor.
Koridor ruas Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Katamso saat im
didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa pada sisi jalan
| sedangkan area di balik koridor jalan ini sudah terbentuk komunitas
hunian padat. Ruas Jalan Sabanar Lama masih didominasi oleh lahan
kosong dan kegiatan perdagangan skala kecil, sedangkan kegiatan di
; balik koridor utama adalah hunian berkepadatan rendah dengan stuktur

morfologi ruang yang belum terbentuk dengan baik.
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Dalam draft Rencana Detail Tata Ruang Tanjung Selor (Bappeda
Kabupaten Bulungan, 2012) menyebutkan adanya arahan pusat aktivitas
baru di sisi utara yang berdekatan dengan area pelabuhan penumpang.
Kegiatan yang akan dikembangkan di area ini antara lain area pariwisata,
area komersil, koridor perdangangan deret dan sub terminal C kota.
Tentunya rencana ini akan berdampak terhadap koridor penelitian yang
berada tidak jauh dari pusat aktivitas ini.

Tata Guna Lahan

Arahan tata guna lahan pada koridor Jalan Sabanar Lama-Jalan
Katamso-Jalan Jenderal Sudirman berdasarkan draft RDTR Tanjung
Selor (Bappeda Kabupaten Bulungan, 2012) menunjukkan dominasi 2
(dua) peruntukkan utama, yaitu rumah kepadatan rendah dan ruang
terbuka hijau.

1. Ruas Jalan Sabanar Lama
Ruas jalan ini berbatasan dengan Jalan Sengkawit hingga
pelabuhan penumpang (speed boat) di sisi utara. Segmen jalan int
cenderung belum berkembang layaknya dua segmen lainnya di
sepanjang Sungai Kayan. Segmen ini didominasi oleh fungsi industri
dan rumah tinggal, namun juga terdapat beberapa bangunan toko dan
rumah makan. Lahan-lahan kosong juga banyak ditemw pada
koridor ini.
2. Ruas Jalan Katamso
Ruas jalan ini berbatasan dengan Jalan Pahlawan dan Jalan

Sengkawit dengan fungsi yang serupa dengan ruas Jalan Sudirman.
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Kegiatan perdagangan cenderung mendominasi aktivitas pada
segmen ini, serta terdapat pula bangunan perkantoran swasta, rumah
tinggal, hotel, dan beberapa lahan yang belum dikembangkan oleh
pemiliknya.
3. Ruas Jalan Jenderal Sudirman

Ruas jalan yang juga menjadi daerah kota tua di Tanjung
Selor ini didominasi oleh kegiatan perdagangan, dimana terdapat
beragam fungsi bangunan pemerintahan, bangunan peribadatan,
toko, dan rumah tinggal.

Karakter bangunan di ketiga ruas jalan di atas memiliki komposist
bangunan dengan jumlah ketinggian bervariasi antara 1 (satu) lantai
hingga 4,5 (empat setengah) lantai. Kondisi saat ini menunjukkan
kecenderungan pembangunan baru yang dilakukan memuiliki tipologi
ruko (rumah toko) setinggi 3 (tiga) hingga 4,5 (empat setengah) lantai
dengan pemanfaatan fungsi bangunan lantai dasar digunakan untuk
kegiatan komersil, dan sisa lantai lainnya untuk rumah tinggal (draft
RDTR Tanjung Selor, 2012).

d. Ruang terbuka dan Tata Hijau

Pengembangan koridor Jalan Sabanar L.ama-Jalan Katamso-Jalan
Jenderal Sudirman mefupakan koridor yang sangat signifikan di Tanjung
Selor, karena koridor ini merupakan koridor pencitraan kota.
Pemanfaatan ruang sempadan sungai ini menjadi generator. aktivitas
warga kota Tanjung Selor yang mendorong kualitas ruang yang lebih

tertata dan nyaman untuk beraktivitas.
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Keberadaan taman ini kini membentuk karakter dan wajah tepi
sungai Tanjung Selor. Fungsi ruang terbuka dan tata hijau selain sebagai
penyeimbang ekosistem lingkungan skala mikro di Tanjung Selor, juga
dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi warga. Beberapa lokasi ruang
terbuka dan tata hijau yang memiliki kedekatan dengan koridor penelitian
adalah Taman Tepian Sungai Kayan dan alun-alun kota. Kedua lokasi int
memiliki nilai signifikasi lebih tinggi bagi pemenuhan kebutuhan
aktivitas ruang luar bagi warga Tanjung Selor (draft RDTR Tanjung

Selor, 2012).

B. Hasil Penelitian
i 1. Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan
Sungai Kayan di Tacjung Selor
Bagian ini membahas mengenai Implementasi kebijakan
pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor,
yakni tentang kebijakan pemanfaatan ruang, sarana/prasarana, SDM, dan
kerjasama para implementator.
a. Kebijakan pemanfaatan ruang
Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai_K_ayan di Tanjung Selor berkaitan erat deﬁgan 1jin
pemanfaatan ruang kawasan. Kebijakan ini antara lain berupa

penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat

Usaha (SITU). Ketentuan mengenai penerbitan IMB dan SITU ini
pada dasarmnya mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Tanjung Selor.
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Permasalahan yang muncul di lapangan adalah RDTR
Tanjung selor masih dalam tahapan legislasi draft rencana menjadi
perda sehingga belum bisa menjadi dasar hukum penerbitan IMB
dan SITU. Oleh karena itu mekanisme pemberian ijin ini mengacu
pada perda dengan hirarki di atas Rencana Detail Tata Ruang, yaitu
perda RTRW Kabupaten Bulungan.

Mekanisme di atas sejalan dengan yang di sebutkan oleh
Riant Nugroho (2008), bahwa untuk mengimplementasikan
kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan. Dalam konteks
perijinan mendirikan bangunan di Kabupaten Bulungan, regulasi
yang digunakan adalah RTRW yang salah satu subtansinya mengatur
arahan pengembangan sempadan sungai. Penjelasan Kepala Bappeda
dan Litbang Kabupaten Bulungan mengenai kedudukan RTRW
Kabupaten Bulungan juga menguatkan pernyataan di atas.

“Perda RTRW Kabupaten Bulungan ditetapkan untuk

mengatur kegiatan masyarakat agar selaras dengan rencana

pemanfaatan ruang kabupaten™ (hasil wawancara tanggal 24

Maret 2017, Ruang Kerja Kepala Bappeda dan Litbang)

Dalam RTRW Kabupaten Bulungan (2013), arahan
pengembangan kawasan sempadan sungai adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan permukiman yang terletak pada 100 meter kiri
kanan sungai besar (Sungai Kayan, Sungai Sekatak, Sungai
Selor, Sungai Bulungan) dan 50 meter kin kanan sungai kecil

(seluruh anak sungai), pertu dihindar.
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2. Kegiatan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah
ada pada sempadan sungai besar dan sungai kecil perlu dihindan
adanya pengembangan lebih lanjut memanjang mengikuti aliran
sungai, apabila mungkin dapat dipindahkan. Perluasan
pembangunan dapat dilakukan menjauhi daerah aliran sungai,
sedangkan simpul sungai hanya dijadikan sebagai pintu masuk-
keluar menuju kawasan.

Dari arahan pengembangan di atas dapat diketahui bahwa
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor berada pada
jarak 100 meter dari tepi sungai. Oleh karena itu, kawasan sempadan
ini merupakan zona bebas bangunan dan kegiatan masyarakat.
Adapun pengembangan kawasan diarahkan pada ruang terbuka dan
tata hijau.

Dalam ketentuan lain, Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan
Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau menyebutkan bahwa
garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai. Dengan demikian, pertirﬁbangan
teknis 1jin mendirikaﬁ bangunan di Kawasan ‘Sempadan Sungai
Kayan di Tanjung Selor yang merupakan sungai bertanggul dapat
mengadopsi ketentuan ini.

Dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, kedudukan Perda Nomor 04 Tahun 2013 tentang RTRW
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Kabupaten Bulungan memiliki kedudukan yang jelas sebagai produk
hukum yang mengatur pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulungan.
Oleh karena itu ketentuan yang mengatur di dalamnya juga tidak
dapat dikesampingkan. Adapun Permen PUPERA nomor
28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Danau dapat digunakan sebagai petunjuk teknis (juknis).
Implikasi dari kondisi di atas adalah tidak dapat dilakukannya
penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang kawasan
ini. Padahal kondisi eksisting di lapangan terdapat bangunan rumah
tinggal dan pertokoan yang sudah lama berdiri dan merupakan
kawasan kota tua di Tanjung Selor. Hal ini disebabkan adanya 2
(dua) ketentuan yang saling bertentangan dalam mengatur tentang
sempadan kawasan sungai. Kondisi ini tentu menimbulkan
kebingungan para pelaksana di lapangan karena dasar hukum yang
berlaku tersebut saling bertentangan. Penggunaan salah satu dasar
hukum tersebut juga tidak relevan karena tidak dapat diabaikan salah
satunya. Hal ini dipaparkan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten
Bulungan dalam wawancara berikut ini.
“Ketentuan Sempadan Sungai Kayan di Tamjung Selor
dengan jarak 100 meter dari tepi sungai mengakibatkan
rumah tinggal dan pertokoan yang berada di sepanjang
kawasan ini menjadi tidak selaras dengan arahan
pemanfaatan ruang kabupaten. Padahal bangunan tersebut
telah lama berdir sebelum perda RTRW ditetapkan™ (hasil
wawancara tanggal 24 Maret 2017, Ruang Kerja Kepala
Bappeda dan Litbang)

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Penjinan Terpadu Satu
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Pintu Kahupaten Bulungan mengatakan mengenai implikasi
ketentuan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor terhadap
penerbitan IMB dan SITU sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

“Zona Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor dengan
jarak 100 meter dari tepi sungai menjadi salah satu
pertimbangan teknis yang disampaikan instansi yang
membidangi tata ruang dalam memberikan rekomendasi
penerbitan ijin. Dengan adanya ketentuan sempadan ini,
penerbitan IMB dan SITU tidak dapat dindaklanjuti di
sepanjang kawasan ini ” (hasil wawancara tanggal 17 Mei
2017, Ruang Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan)

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan mengatakan mengenai
ketentuan Sempadan Sungai Kayan dan implikasinya terhadap ijin
pemanfaatan ruang kawasan.

“Ijin pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan

di Tanjung Selor mengacu pada ketentuan arahan

pengembangan kawasan sempadan sungai. Permasalahan

utamanya tentu berada pada kondisi bangunan eksisting yang
tidak selaras dengan ketentuan yang ada. Meskipun demikian
tugas dan fungsi dinas dalam memberikan rekomendasi
teknis tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Implikasinya terlihat pada rekomendasi teknis yang tidak

dapat mengakomodir permohonan masyarakat untuk

mendapatkan IMB (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2017,

Ruang Kerja Kepala Bidang Cipta Karya).

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan
Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan menyampaikan mengenai ketentuvan yang

mengatur ijin mendirikan bangunan sebagaimana dipaparkan berikut

ini.
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“Ketentuan yang digunakan dalam menerbitkan rekomendasi

teknis ijin mendirikan bangunan adalah Perda RTRW, Perda

BGSB, dan Perda Bangunan Gedung. Permasalahan yang |
muncul adalah tidak sinkronnya ketentuan di dalam perda
tersebut, terutama ketentuan yang mengatur kawasan |
sempadan sungai, termasuk Sungai Kayan. Implikasinya

adalah tidak dapat diberikannya rekomendasi teknis bagi

permohonan IMB di kawasan sempadan Sungai.Kayan

tersebut (hasil wawancara tanggal 3 Mei 2017, Ruang Rapat

Dinas PUPR).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas,

maka dapat diketahui bahwa kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan

i Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor memiliki kendala dalam
implementasinya. Kondisi eksisting bangunan yang berada di

kawasan sempadan sungai, serta adanya 2 (dua) ketentuan yang

bertentangan mengenai arahan pengembangan Kawasan Sempadan

Sungai Kayan berimplikasi pada terhambatnya proses pemerbitan

IMB di Kawasan int.

b. Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Manusia
Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor tentu harus didukung
. dengan penyediaan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
yang cukup. Penyediaan sarana dan prasarana saat ini sudah dinilai
B cukup baik, hal ini dapat diidentifikasi dengan adanya loket

pelayanan perijinan satu pintu yang berada di Dinas Penanaman

|

Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulung.an. Loket
i pelayanan ini termasuk di dalamnya pelayanan ijin mendirikan
|

bangunan (IMB) dan ijin tempat usaha (SITU).
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Loket pelayanan perijinan satu pintu ini salah satunya
bertugas menerima berkas permohonan IMB, memverifikasi
kelengkapan berkas untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh tim teknis
sesuai tugas dan fungsinya. Waktu pelayanan loket im selama» 5
(lima) hari kerja dengan jam pelayanan dimulai piikul 08.00 sampai
dengan 16.00 WITA, kecuali hari jumat hanya sampai dengan jam
1.1.00 WITA.

Petiigas loket pelayanan IMB imi méerupakan staf Dinas
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Dinas
PMPTST) Kabupaten Bulungan yang dikoordinir oleh kepala bidang
pelayanan perijinan. Adapun tenaga teknis berasal dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruéng Kabupaten Bulungan yang
‘ membidangi dan bertugas memberikan rekomendasi teknis ijn
I mendirikan bangunan.

Tenaga teknis diusulkan oleh organisasi perangkat daerah
! berdasarkan permintaan dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
. disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan sebagaimané dipaparkan berikut ini.

“Petugas administrasi pelayanan perijinan memberdayakan

staf Dinas PMPTST, sedangkan tenaga teknis berasal dan

masing-masing dinas teknis. Usulan ini merujuk pada

! permintaan dari Dinas PMPTST. Khusus tim teknis IMB,
usulan berasal dan bidang Cipta Karya dan Bidang Tata

Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bulungan (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2017,

Ruang Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan).
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Terkait dengan peran petugas teknis, pemberian rekomendasi
teknis ijin mendirikan bangunan dilakukan setelah adanya tinjauan
ke lapangan dengan melibatkan staf Dinas PMPTST dan pemohon
ijin. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah masib kurangnya
tenaga survei dan biaya perjalanan untuk peninjauan lokasi. Hal ini
sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Seksi Penataan Bangunan dan
Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.

“Kendala dalam penipjauan lapangan adalah tenaga survei

yang terbatas. Saat ini staf yang melaksanakan peninjauan

lapangan hanya 1 orang dan biaya perjalanan untuk survei ini
~ juga tidak dianggarkan dalam DPA karena adanya efisiensi
anggaran (hasil wawancara tanggal 3 Mei 2017, Ruang Rapat

Dinas PUPR).

Untuk mengatasi kendala di atas, maka peninjanan lapangan
dilakukan secara bersamaan untuk beberapa bangunan yang
lokasinya berdekatan dan biaya perjalanan dibebankan pada pihak
pemohon ijin.

Kerjasama Para Implementator

Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor tentu melibatkan berbagai
dinas teknis yéng terkait dengan perijinan dan pemanfaatan ruang.
Dalam kaitannya dengan penerbitan ijin mendirikan bangunan,
organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi tugas ini

adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu

serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
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., Sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun
2016, tugas dan fungsi serta tata kerja Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTST) Kabupaten
Bulungan antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan;

2. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;

3. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

4. Menerbitkan dokumen layanan perizinan;

5. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan
pelayanan perizinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, dapat diketahui bahwa
penerbitan ijin mendirikan bangunan dikoodinasikan oleh Dinas
PMPTST Kabupaten Bulungan mulai dari pemberkasan awal hingga
penerbitan dokumen perizinan. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Bulungan adalah
memberikan rekomendasi teknis ijin mendirikan bangunan.
Rekomendasi ini berupa persetujuan atau penolakan terhadap
penerbitan ijin. Hasil wawancara Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipaparkaﬁ di bawah ini.

“Dinas PMPTST melakukan verifikasi berkas administrasi

permohonan IMB, sedangkan rekomendasi teknis diberikan

oleh Dinas PUPR untuk selanjutnya diterbitkan dokumen

perizinan oleh Dinas PMPTST (hasil wawancara tanggal 17

Mei 2017, Ruang Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan).
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Berdasarkan tugas dan fungsinya (Perbup Bulungan Nomor
38 Tahun 2016), Dinas PUPR Kabupaten Bulungan juga dapat
melakukan pengawasan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan
ruang dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. Hal ini sesuai
dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan di
bawah ini.

“Tugas dan fungsi Dinas PUPR adalah memberikan

rekomendasi  teknis  berkaitan dengan permohonan

masyarakat untuk mendapatkan IMB. Selain itu, pengawasan
terhadap 1in yang diberikan tetap dilakukan untuk
melaksanakan fungsi  pengendalian dan penertiban

pemanfaatan ruang (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2017,

Ruang Kerja Kepala Bidang Cipta Karya).

Oleh karena itu, peran Dinas PUPR tidak hanya sebatas
memberikan rekomendasi teknis, tetapi juga dapat melakukan
pengawasan terhadap ijin yang sudah diberikan. Apabila pada saat
pembangunan terjadi pelanggaran oleh pemilik bangunan, Dinas
PUPR Kabupaten Bulungan dapat melakukan penertiban dengan
melibatkan Dinas PMPTST Kabupaten Bulungan serta Dinas Satpol
PP dan Pemadam Kebakaran. Penertiban ini meliputi teguran,

pencabutan 1jin mendirikan bangunan, hingga pembongkaran

bangunan.
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2. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor

Pada bagian ini membahas mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, yang terdiri dari komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi
(communication),sumberdaya (resources), sikap (disposition), dan
struktur birokrasi (bureucratic structure) (Edward dalam Widodo,

2011:96-110).
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Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar 4.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
Menurut Edward I :

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari
komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi
kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dan
pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan

(policy implementors) (Widodo, 2011:97).
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Komunikasi memiliki peran yang penting karena berkaitan
pada ‘pemberian informasi mengenai program atau kebijakan yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Model
komunikasi yang efektif adalah melalui sosialisasi dan publikasi di
media cetak dan media elektronik.

Menurut Erwan (2012), sosialisasi yang terbaik adalah

melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan

kebijakan yang akan berimplikasi kepada mereka. Pelibatan
kelompok sasaran tersebut dapat mengambil bentuk konsultansi
: publik dimana dalam forum tersebut para perumus kebijakan
‘ menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan/program
untuk mendapat masukan dan persetujuan dari masyarakat yang akan
: menjadi kelompok sasaran kebijakan/program.
! Dalam konteks kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
| Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, komunikasi kepada
‘ publik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
membidangi pemanfaatan ruang kepada masyarakat. Bentuk
sosialisasi ini dilakukan melalui forum grup diskusi (FGD) dengan
melibatkan ~ ASN  tingkat  kecamatan, kelurahan,_ dan
i mengikutsertakan tokoh masyarakat yang wilayahnya menjadi lokasi
‘ penerapan kebijakan pemerintah daerah.
Kegiatan FGD ini dilakukan pada tahapan penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan. FGD ini

merupakan bentuk uji publik terhadap penyusunan RTRW
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sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan di bawah ini.

“Upaya sosialisasi telah dilakukan pemerintah daerah kepada

masyarakat melalui uji publik RTRW Kabupaten Bulungan.

Kegiatan ini sekaligus mencerminkan bentuk partisipasi

masyarakat dalam penyusunan rencana. Meskipun demikian,

tidak semua masyarakat terwakili dan mengetahui secara
langsung mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan

Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Implikasinya

adalah kurangnya informasi yang diketahui oleh sebagian

masyarakat mengenai kebijakan yang direncanakan
tersebut”(hasil wawancara tanggal 24 Maret 2017, Ruang

Kerja Kepala Bappeda dan Litbang)

Melalui kegiatan FGD tersebut diharapkan masyarakat dapat
mengetahui sejak awal kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten
Bulungan, khususnya kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Dengan demikian pada
saat diimplementasikan masyarakat tidak terkejut dengan implikasi
yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Kegiatan uji publik penyusunan RTRW Kabupaten Bulungan
ini memiliki peran yang penting karena dapat mengukur sejauh mana
dampak kebijakan tersebut saat nanti diimplementasikan. Hal im
juga berkaitan dengan perbedaan dampak ditimbulkan bagi setiap
individu atau kelompok masyarakat terhadap implementasi
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor.

Kendala yang ditemui di lapangan adalah sebaran informasi

di masyarakat dari proses sosialisasi di atas tidak sepenuhnya

menemui tuyjuan yang diharapkan. Masih ditemui sejumlah
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masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan pemanfaatan ruang
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Hal ini
mengindikasikan bahwa saluran komunikasi belum sepenuhnya
dijalankan secara optimal. Kondisi ini tentu akan memberikan
pengaruh pada proses implementasi kebijakan publik. Hal ini sejalaﬂ
dengan penjelasan dari tokoh masyarakat yang berdomisili di RT. 19
Kelurahan Tanjung Selor Hulu di bawah ini.

“Kebijakan mengenai pengaturan pemanfaatan ruang di

kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor belum

permnah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat™

(hasil wawancara tanggal 30 Juli 2017, kediaman Ibu

Hadijah)

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan
pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung
Selor juga dipengaruhi proses sosialisasi yang belum terpola dengan
baik. Saluran komunikasi seperti media cetak dan media eletronik
belum dimanfaatkan secara maksimal pasca ditetapkannya RTRW
Kabupaten Bulungan menjadi perda. Lebih lanjut Kepala Bappeda
dan Litbang Kabupaten Bulungan menyampaikan bahwa implikasi
dart kurangnya informasi tersebut dapat dilihat pada saat proses
pengajuan sertifikat tanah dan ijin mendirikan bangunan.

“Proses pengajuan ijin mendirikan bangunan di Kawasan

Sempadan Sungai Kayan mengalami kendala dalam hal

kesesuaian penggunaan lahan yang tercantum dalam RTRW

Kabupaten Bulungan. Pada daerah sempadan sungai tersebut,

arahan penggunaan lahannya adalah zona hijau (buffer zone)

sehingga tidak memungkinkan adanya pemanfaatan ruang
lainnya selain kawasan hijau. Hal im pada akhirnya

mengakibatkan proses ijin mendirikan bangunan (IMB) tidak
dapat ditindaklanjuti di kawasan tersebut (hasil wawancara
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tanggal 24 Maret 2017, Ruang Kerja Kepala Bappeda dan
Litbang).

Temuan di lapangan, bangunan yang ada di sepanjang
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor sudah berdiri
sebelum adanya Perda No. 04 Tahun 2013 mengenai RTRW
Kabupaten Bulungan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh tokoh
masyarakat yang berdomisili di RT. 19 Kelurahan Tanjung Selor
Hulu di bawah ini.

“Sebagian besar bangunan rumah dan toko di sepanjang
sempadan sungai ini sudah ada sejak lama dan merupakan
bangunan tua. Keberadaan bangunan ini lebih dulu berdiri
dibandingkan dengan aturan yang mengatur pemanfaatan
ruang di daerah sempadan sungai ini. Penerapan aturan ini
tentu akan menyebabkan sebagian besar bangunan yang ada
di kawasan ini tidak bisa memperoleh 1jin mendirikan
bangunan® (hasil wawancara tanggal 30 Juli 2017, kediaman
Ibu Hadijah)

Sebagian besar bangunan ini memiliki jarak kurang dari 100

meter (< 100m) diukur dari tepi tanggul (sheet pile), sehingga tidak

sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam RTRW mengenai

kawasan sempadan Sungai Kayan (>100 m). Implikasinya adalah
! tidak dapat diberikannya rekomendasi teknis ijin mendirikan
bangunan sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUPR Kabupaten Bulungan di bawah ini.

“Tugas dan fungsi bidang cipta karya dalam proses
pengajuan ijin mendirikan bangunan adalah memberikan
rekomendasi teknis. Substansi rekomendasi ini meliputi
kesesuaian garis sempadan bangunan (GSB) dan kesesuwian
penggunaan lahan. Bangunan di sepanjang Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor berada pada
daerah sempadan sungai sebagaimana diatur dalam RTRW
Kabupaten Bulungan (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2017,
Ruang Kerja Kepala Bidang Cipta Karya).
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Berdasarkan kondisi di atas, penerbitan sertifikat tanah dan
1jin mendirikan bangunan tidak dapat dilakukan karena lokasi tanah
dan bangunan eksisting tidak sesuai dengan ketentuan peruntukkan
lahan dan jarak bebas bangunan di daerah sempadan sungai. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan menyampaikan beberapa langkah alternatif
sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

“Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki agenda untuk

mereview kembali RTRW sehubungan adanya pembentukkan

Provinsi Kalimantan Utara yang diikuti dengan ditetapkannya

RTRW Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017. Dengan

kondisi tersebut, maka semua kabupaten/kota di Kalimantan

Utara wajib melakukan peninjauan kembali dan melakukan

penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW

Propinsi. Dalam kegiatan peninjavan kembali RTRW

tersebut, permasalahan mengenai pemanfaatan ruang di

Kawasan Sempadan Sungai Kayan ini akan menjadi salah

satu point yang akan dikaji implementasi kebijakannya

dengan mengikutsertakan kelompok masyarakat dalam
tahapan penyusunannya.” (hasil wawancara tanggal 24 Maret

2017, Ruang Kerja Kepala Bappeda dan Litbang).

b. Sumberdaya (Resource)

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas
dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni
kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya kebijakan hanya

tinggal di kertas menjadi dukumen. Indikator keberhasilan
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variabel sumberdaya yakni, staf, informasi (informasi yang

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi

mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan
dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan), wewenang, fasilitas.
Dalam implementasi pemanfaatan ruang Sempadan Sungai
Kayan di Tanjung Selor, faktor sumberdaya ini berkaitan dengan staf
pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi
pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang, terutama yang berkaitan
dengan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan. Hal ini
disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan
sebagaimana dipaparkan di bawah ini.
“Fungsi penyelengaraan dan pengawasan melekat pada
instansi teknis yang membidangi pemanfaatan ruang dan
| perijinan kawasan. Masing-masing instansi teknis tersebut
‘ memiliki staf operasional dengan jumlah yang disesuikan
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok. (hasil
wawancara tanggal 24 Maret 2017, Ruang Kerja Kepala
Bappeda dan Litbang)

‘ Kebutuhan staf operasional dalam penyelenggaran perijinan
meliputi staf teknis dan staf administrasi. Hal ini sebagaimana
dijelaskan oleh kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Nonperizinan.

“Staf operasional meliputi staf teknis dan staf administrasi.
Staf teknis berkaitan dengan peninjauan lokasi dan pemberian
rekomendasi sesuai tugas dan fungsinya, sedangkan staf
administrasi berkaitan dengan verifikasi berkas permohonan
IMB yang masuk ke dinas. (Hasil wawancara tanggal 17 Met

2017, Ruang Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan)
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Menurut Erwan (2012), di dalam menjalankan impelementasi
suatu kebijakan, seorang implementer tidak sekedar fokus pada
delegasi tugas secara struktural saja tetapi ia juga harus memahami
tujuan kebijakan dengan baik. Lebih dari itu, seorang implementer
juga harus menginteprestasikan tujuan kebijakan tersebut menjadi
bahasa yang lebih operasional. Peran lain yang juga melekat pada
implementer adalah kemampuan bekerjasama dengan lembaga lain.

Dalam penyelenggaraan perijinan mendirikan bangunan,
distribusi wewenang dapat diidentifikasi peneliti dari adanya
pembagian delegasi yang jelas kepada masing-masing instansi sesuai
tugas' dan fungsinya. Terkait dengan implementasi pemanfaatan
ruang Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, pemahaman tujuan
kebijakan juga sudah dipahami dengan baik. Ketentuan yang
mengatur garis sempadan kawasan merupakan acuan utama yang
menjadi pertimbangan staf teknis dalam memberikan rekomendasi
jin mendirikan bangunan. Pandangan ini disampaikan Kepala
Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Bulungan di bawah int.

“Staf teknis melakukan peninjauan lapangan bersama-sama

dengan pemohon ijin dan Dinas PMPTSP untuk mengecek

~ secara langsung kondisi lahan dan bangunan dengan mengacu
pada ketentuan garis sempadan bangunan dan ketentuan

sempadan kawasan.” (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2017,

Ruang kerja Kepala Bidang Cipta Karya)

Selain sumberdaya manusia, dukungan fasilitas dan anggaran
juga memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi
pemanfaatan ruang Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor.

Ketersedian fasilitas berupa loket pelayanan penjinan di Dinas
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PMPTSP dan alat bantu survei/peninjauan lapangan dinilai sudah
cukup baik.

Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya tenaga survei
dan ketersediaan anggaran untuk peninjauan lapangan. Padahal
kegiatan peninjauan ini memiliki peran yang penting dalam rangka
perumusan rekomendasi teknis perijinan. Kendala ini sebagaimana
dipaparkan oleh Kepala Seksi Penataan Bangunan dan
Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan.

“Kendala dalam peninjauan lapangan adalah tenaga survei

vang terbatas. Saat ini staf yang melaksanakan peninjauan

lapangan hanya satu orang dan biaya perjalanan di luar

Kecamatan Tanjung Selor juga tidak dianggarkan dalam DPA

karena adanya efisiensi anggaran (hasil wawancara tanggal 3

Mei 2017, Ruang Rapat Dinas PUPR).

c. Disposisi (Disposition)

Disposisi adalah watak dan karakteristik vang dimiliki oleh
implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator
memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi
tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel
disposisi, adalah: pengangkatan birokrat, insentif.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang Sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor, komitmen para implementor merupakan hal
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penting dalam menjalankan ketentuan tentang sempadan kawasan.
Adanya Tarik-menarik kepentingan bisa menjadi pemicu tidak
konsistennya komitmen pelaksana di lapangan. Dalam pandangan
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan, adanya
kontribusi IMB bagi pendapatan daerah dapat mendorong percepatan
penerbitan ijin ini. Namun demikian, penerbitan ijin tidak semata-
mata haﬁya untuk mengejar pendapatan daerah, ketentuan yang
mengatur Kawasan Sempadan Sungai Kayan harus tetap
dikedepankan dalam penyelenggaran perijinan.

“Ketentuan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor harus

menjadi acuan dalam pemanfaatan rtuang kawasan.

Penerbitan IMB tidak boleh berorientasi hanya pada

peningkatan PAD, tetapi harus selaras dengan ketentuan yang

mengatur dalam penyelenggaran perijinan ” (hasil wawancara
tanggal 24 Maret 2017, Ruang Kerja Kepala Bappeda dan

Litbang).

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Dinas PMPTST, masih terdapat
beberapa anggota masyarakat yang belum memahami Ketentuan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Kelompok ini biasanya
berpandangan bahwa semua permohonan perijinan dapat
ditindaklanjuti dan diterbitkan 1ijinnya jika sudah diéjukan
permohonannya.

Dengan icata lain, kelompok ini hanya berpikir ijinnya harus
diterbitkan tanpa memahami alur dan mekanisme yang harus

dijalankan. Pada kondisi inilah komitmen dan integritas para

pelaksana penyelenggara IMB menjadi sangat penting, karepa
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apabila ketidakjujuran dikedepankan maka proses penyelenggaraan
perijinan tidak lagi berada pada koridor hukum yang semestinya.

“Ada masyarakat yang tidak paham ketentuan tetapi

orientasinya hanya mendapatkan IMB tanpa mengikuti alur

dan mekanime yang benar. Disini komitmen dan integritas
pelaksana harus dikedepankan dalam penyelenggaran
perijinan (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2017, Ruang

Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Nonperizinan).

Faktor lain yang mempengaruhi komitmen para pelaksana
peyelenggaraan perizinan ini adalah proses pengangkatan para
pelaksana dan insentif yang diberikan. Menurut pandangan Kepala
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,
proses rekruitmen para pelaksana dilakukan dengan menerima
usulan dari masing-masing dinas teknis berdasarkan permintaan dari
Dinas PMPTSP sebagaimana dipaparkan berikut ini.

“Petugas administrasi pelayanan perijinan memberdayakan

staf Dinas PMPTST, sedangkan tenaga teknis berasal dar

masing-masing dinas teknis. Usulan ini merwjuk pada
permintaan dari Dinas PMPTST. Khusus tim teknis IMB,
usulan berasal dan bidang Cipta Karya dan Bidang Tata

Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bulungan (hasil wawancara tanggal 17 Mei 2017,

Ruang Kerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan).

Berdasarkan pengumpulan data di lapanga@ pemberian
msentif hanya diberikan kepada staf yang diusulkan dan telah
ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Bulungan. Pemberian

insentif ini dibebankan pada anggaran Dinas PMPTST Kabupaten

Bulungan dengan melihat kemampuan anggaran daerah.
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Adapun untuk tenaga lainnya yang mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan perijinan mendirikan bangunan, seperti tenaga
survel, anggarannya dibebankan pada masing-masing dinas teknis.
Demikian pula halnya dengan biaya perjalanan untuk survei IMB,
pembebanan anggaran melekat pada Dinas PUPR. Kondisi ini tentu
akan menimbuikan kendala karena anggaran biaya perjalanan tidak
tersedia mengingat adanya efesiensi penggunaan anggaran di

Kabupaten Bulungan.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Menurut Edward (dalam Widodo,
2011), aspek étmktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu
mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah
mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat
standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedomah bagi
setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan
kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi
yang terlalu panjang dan terfragmehtasi akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang
rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas
organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang Sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor, prosedur pelayanan ijin mendirikan
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bangunan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut (Hasil

Kompilasi Wawancara, 2017):

1. Pengajuan permohonan IMB oleh pemohon kepada Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Dinas

PMPTSP) Kabupaten Bulungan. Berkas yang dilampirkan

dalam permohonan ini antara lain:

a.

b.

c.

f

Surat permohonan;

KTP pemohon;

Sertifikat tanah / bukti surat kepemilikan tanah lainnya yang
sah;

Gambar rencana bangunan;

Rencana anggaran biaya bangunan;

Surat ijin tetangga (HO).

2. Verifikast berkas administrasi oleh staf Dinas PMPTSP

Kabupaten Bulungan. (Apabila hasil venfikasi kelengkapan

berkas administrasi dinyatakan belum lengkap, maka berkas

dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali).

3. Verifikasi berkas teknis oleh staf Dinas Pekenjaan Umum dan

Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Bulungan. (Apabila

hasil verifikasi kelengkapan berkas teknis dinyatakan belum

iengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohoh untuk

dilengkapi kembali).
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4. Peninjanan lapangan oleh staf Dinas PUPR, staf Dinas
PMPTSP, dan pemohon IMB. (Dilengkapi dengan
penandatanganan berita acara peninjauan lokasi)

5. Pengajuan Rekomendasi Teknis oleh Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Bulungan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten
Bulungan.

6. Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon (dilakukan apabila
rekomendasi teknis telah disetujui untuk ditindaklanjuti dengan
penerbitan IMB)

7. Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan / Penolakan Ijin
Mendirikan Bangunan oleh Kepala Dinas PMPTSP kepada

pemohon IMB.

Berdasarkan hasil kompilasi wawancara (2017), diketahui
bahwa kendala dalam mekanisme penyelenggaraan IMB imi
seringkali ditemui saat penijavan lapangan dan pengajuan
rekomendasi teknis oleh Dinas PUPR Kabupaten Bulungan.
Bangunan yang telah lama berdiri maupun yang baru mengajukan
IMB lokasinya berada pada Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor. Sesuai dengan ketentuan garis Sempadan Sungai
Kayan sepanjang 100 meter diukur dari tepi sungai mengakibatkan
kawasan ini ditetapkan sebagai zona hijan dan bebas dari kegiatan
masyarakat.

Adanya ketentuan di atas mengakibatkan permohonan ijin

mendirikan bangunan tidak dapat ditindaklanjuti di Kawasan
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Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Kondisi ini seringkali
menimbulkan konflik antara masyarakat dan para petugas di
lapangan. Masyarakat berpendapat bahwa mereka membangun di
atas lahan miliknya sendiri dan berusaha untuk mengikuti aturan
pemerintah dengan mengajukan permohonan IMB. Tetapi disisi lain
pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir karena adanya aturan
yang membatasi mengenai kawasan sempadan tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 51 Tahun
! 2016, tugas dan fungsi serta tata kerja Bidang Penyelenggaraan
i Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas Penanaman Modal
1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTST) Kabupaten
Bulungan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan
pelayanan perizinan.
‘ Dalam konteks penyelenggaran ijin mendirikan bangunan,
’ Dinas PMPTST berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Bulungan. Dinas
PMPTST Kabupaten Bulungan memiliki peran dan fungsi pada
| verifikasi berkas administrasi dan penerbitan ijin, sedangkan Dinas
PUPR Kabupaten Bulungan berperan pada tahapan verifikasi berkas

teknis, penijauan lapangan, dan pengajuan rekomendasi teknis IMB.

Jangka waktu penyelenggaraan perijinan ini dipengaruhi
kelengkapan berkas dan kesediaan membayar retribusi oleh
pemohon IMB. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, baik

administrasi maupun teknis, penerbitan ijin dapat segera dilakukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43185.pdf
88

Khusus untuk permohonan IMB di Kawasan Sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor, kendala umum yang ditemui adalah
tidak dapat diberikannya rekomendasi tekmis sebagai dasar
pembayaran retribusi dan penerbitan IMB. Sebagaimana dijelaskan
sebelumnya, permasalahan ini disebabkan adanya ketentuan yang
membatasi pemanfaatan ruang di kawasan tersebut.

Berdasarkan tugas dan fungsinya (Perbup Bulungan Nomor
38 Tahun 2016), Dinas PUPR Kabupaten Bulungan juga dapat
melakukan pengawasan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan
ruang dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.
| Pengendalian ini mencakup pengawasan terhadap ijin
mendirikan bangunan yang telah diterbitkan. Dengan demikian
pemilik bangunan harus memperhatikan segala ketentuan yang
melekat pada IMB yang diperolehnya. Oleh karena itu, pemilik
bangunan harus benar-benar mengikuti rekomendasi teknis yang
diberikan dalam mendirikan bangunan.

Pelanggaran dari ketentuan IMB ini akan menjadi perhatian
Dinas PUPR Kabupaten Bulungan. Tindakan pelanggaran ini akan
ditindaklanjuti melalui penertibangan bangunan dengan tahapan

diawali teguran, pencabutan ijin sementara, pencabutan ijin

permanen, hingga pembongkaran bangunan. Dalam penertiban ini,

Dinas PUPR Kabupaten Bulungan berkoordinasi dengan Dinas
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PMPTST Kabupaten Bulungan serta Dinas Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Bulungan.

C. Pembahasan
Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai
Kayan di Tanjung Selor dalam analisa peneliti tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 tahun
2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Dalam RTRW
Kabupaten Bulungan (2013), arahan pengembangan kawasan sempadan sungai
adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan permukiman yang terletak pada 100 meter kiri kanan sungai
besar (Sungai Kayan, Sungai Sekatak, Sungai Selor, Sungai Bulungan) dan
50 meter kiri kanan sungai kecil (seluruh anak sungai), perlu dihindari.
2. Kegiatan permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang telah ada pada
sempadan sungai besar dan sungai kecil perlu dihindan adanya

pengembangan lebih lanjut memanjang mengikuti aliran sungai, apabila

, mungkin dapat dipindahkan. Perluasan pembangunan dapat dilakukan
menjauhi daerah aliran sungai, sedangkan simpul sungai hanya dijadikan
sebagai pintu masuk-keluar menuju kawasan.

Arahan pengembangan di atas menekankan bahwa Kawasan Sempadan

Sungai Kayan di Tanjung Selor berada pada jarak 100 meter dari tepi sungai. Oleh

karena itu, kawasan sempadan ini merupakan zona bebas bangunan dan kegiatan
masyarakat. Adapun pengembangan kawasan diarahkan pada ruang terbuka dan

tata hijau.
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Di sisi lain, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 28/PRT/M/2015 tahun 2015 menyebutkan bahwa garis sempadan sungai
bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga)
meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Mengingat kondisi
eksisting Kawasan Tepian Sungai Kayan sudah dibéngun tanggul (sheet pile),
maka substansi peraturan ini seharusnya dapat diadopsi dalam ketentuan yang
mengatur pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai di Tanjung Selor.

Implikasi dari kondisi di atas adalah tidak dapat dilakukannya penerbitan
jin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang kawasan ini. Padahal kondisi
eksisting di lapangan terdapat bangunan yang sudah lama berdiri, baik bangunan
rumah tinggal, pertokoan, perkantoran swasta, hotel, rumah penbadatan, dan
merupakan kawasan kota tua di Tanjung Selor. Hal ini disebabkan adanya 2 (dua)
ketentuan yang saling bertentangan dalam mengatur tentang sempadan kawasan
sungai. Padahal dalam pandangan masyarakat, bangunan yang sudah ada
dibangun di atas lahan miliknya sendiri dan juga telah berusaha mengikuti aturan
pemerintah dengan mengajukan permohonan IMB. Namun karena adanya
ketentuan Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, permohonan IMB
ini tidak dapat ditindaklanjuti.

Imp]ikasi‘ lain yang berpotensi muncul adalah investor baru yang ingin
turut serta berinvestasi di Kawasan Tepian Sungai Kayan di Tanjung Selor ini
menjadi tertunda atau tidak melaksanakan pembangunan sama sekali, sampai
adanya kepastian mengenai ketentuan yang mengatur tentang penetapan garis

sempadan Sungai Kayan. Hal imi tentu secara langsung akan menghambat
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pembangunan investasi di Kabupaten Bulungan. Padahal peran swasta dan
pemerintah merupakan generator utama dalam pembangunan kawasan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor
antara lain: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk
faktor komunikasi, Erwan (2012) mengatakan bahwa komunikasi dalam
implementasi kebijakan bertujuan untuk mengurangi distorsi informasi mengenai
makna suatu kebijakan (sasaran, tujuan, dan manfaat) dari unit pimpinan
organisasi yang menduduki hirarki tertinggi sampai dengan para pelaksana yang
langsung berhubungan dengan kelompok sasaran pada level paling bawah.
Adapun bentuk komunikasi ini dapat berupa uji publik dan sosialisasi.

Uji publik telah dilakukan pada tahapan penyusunan RTRW Kabupaten
Bulungan, dimana salah satu substansinya adalah arahan pengembangan Kawasan
Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Meskipun demikian, masukan dan
kritik terhadap produk rencana ini tidak menyentuh ke dalam substansi yang
mendalam. Uji publik ini dalam pandangan peneliti masih bersifat seremonial,
adapun penyerapan aspirasi masyarakat juga tidak maksimal. Kondisi-kondisi
eksisting di lapangan kurang menjadi perhatian bagi para penyusun kebijakan di
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor.

Menurut pandangan peneliti, keberadaan bangunan di sepanjang Kawsan
Sempadan Sungal Kayan harusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam
menentukan arahan pengembangan kawasan tersebut. Dengan demikian,
permasalahan yang mungkin muncul pada saat kebijakan in1 diimplementasikan

dapat diminimalisir dan diantisipasi sebelumnya. Berbeda dengan saat ini, para
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pelaksana di lapangan seolah-olah menemukan jalan buntu ketika berkaitan
dengan permohonan ijin mendirikan bangunan di Kawasan Sempadan Sungai
Kayan di Tanjung Selor.

Bentuk lain komunikasi ini adalah sosialisasi melalui tatap muka, serta
publikasi melalut media cetak dan media elektronik. Pasca ditetapkannya RTRW
Kabupaten Bulungan, upaya sosialisasi ini masih cukup rendah dilakukan kepada
masyarakat yang merupakan kelompok sasaran kebijakan. Hal ini dapat diketahui
dari masih adanya masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan
pengembangan Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor. Sebagian
masyarakat baru mengetahui ketentuan ini ketika akan melakukan permohonan
1jin mendinkan bangunan. Implikasinya, lokasi yang terkena ketentuan sempadan
sungai ini, tentu tidak dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi teknis
dan penerbitan IMB .

Faktorsumberdaya memiliki peranan dalam proses distribusi keluaran
kebijakan kepada masyarakat. Erwan (2012) mengatakan bahwa inti dari kegiatan
implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang
dilakukan 1mplementer kepada kelompok sasaran (targer goup) sebagai upaya
untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan
pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tgnjung Selor,
sumberdaya ini meliputi ketersedian fasilitas, anggaran, dan étaf pelaksana.

Dalam pandangan peneliti, ketersediaan fasilitas untuk menunjang
penyelenggaran perijinan sudah cukup baik. Loket pelayanan perijinan dan
peralatan pendukung kerja sudah tersedia dan cukup untuk menunjang kegiatan

administrasi pelayanan perijinan. Kendala yang ditemui adalah porsi anggéran
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yang kecil untuk biaya peninjauan lapangan, serta hiaya untuk sosialisasi dan
publikasi kebijakan. Kurangnya ketersediaan anggaran ini secara langsung akan
mempengaruhi efektifitas pelayanan perijinan kepada masyarakat. Hal ini sejalan
dengan pendapat Wildavsky dalam Agus Purwanto (2012), bahwa besarnya
anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan/program menunjukkan
seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan
oleh kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tentunya tidak akan dapat mencapai
tujuan tanpa dukungan anggaran yang memadai.

‘ ! Ketersediaan anggaran untuk peninjauan lapangan akan membantu dalam

l memangkas jangka waktu pelayanan perijinan. Dalam pengamatan dan hasil
| { kompilasi wawancara, untuk mengatasi kurangnya biaya peninjauan lapangan ini,
J maka mekanisme peninjauan lapangan dilakukan secara bersamaan untuk
; | beberapa bangunan yang lokasinya berdekatan dan biaya perjalanan dibebankan
‘ J pada pihak pemohon jjin.

E Adapun ketersediaan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan publikasi
juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya publikasi di media cetak
dan media elektronik mengenai kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor. Dampak dari kondisi imi adalah kurangnya
informasi yang diterima masyarakat mengenai Kebijakan tersebut, sehingga
distorsi komunikasi antara pemérintah da;in kelompok sasaran menjadi besar.

Kondisi ini tentu tidak mendukung pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan

di kawasan tersebut.

Staf pelaksana pelayanan perijinan mendirikan bangunan saat ini ditangani

oleh ASN di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Bulungan dan Dinas PUPR
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Kabupaten Bulungan. Dalam pengamatan dan hasil wawancara, staf pelaksana ini
selain melaksanakan tugas pelayanan perijinan juga bertugas sesuai tupoksi di
dinas masing-masing. Tugas ganda ini mengakibatkan terjadinya overload beban
kerja bagi staf tersebut. Menurut pandangan peneliti, agar tugas pelayanan
perijinan ini menjadi efektif , maka staf pelaksana yang ditunjuk sebaiknya fokus
pada tugas pelayanan perijinan. Adapun tupoksi lainnya didelegasikan kepada staf
yang tidak termasuk dalam tim perijinan.

Faktor Disposisi merujuk watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dalam
implementasi pemanfaatan ruang Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor,
komitmen para implementor merupakan hal penting dalam menjalankan ketentuan
tentang sempadan kawasan. Adanya Tarik-menarik kepentingan bisa menjadi
pemicu tidak konsistennya komitmen pelaksana di lapangan. Adanya kontribusi
IMB bagi pendapatan daerah dapat mendorong percepatan penerbitan ijin ini.
Namun demikian, penerbitan ijin tidak semata-mata hanya untuk mengejar
pendapatan daerah, ketentuan yang mengatur Kawasan Sempadan Sungai Kayan
harus tetap dikedepankan dalam penyelenggaran perijinan.

Berdasarkan pengumpulan dafa di lapangan, pemberian insentif hanya
diberikan kepada staf yang diusulkan dan telah ditetapkan dengan surat keputusan
Bupatt Bulungan. Pemberian insentif ini dibebankan pada anggaran Dinas
PMPTST Kabupaten Bulungan dengan melihat kemampuan anggaran dacrah
Adapun untuk tenaga lainnya yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
perjinan mendirikan bangunan, seperti tenaga survei, anggarannya dibebankan

pada masing-masing dinas teknis. Untuk meningkatkan semangat kega staf
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pelaksana, insentif dengan nilai yang wajar/cukup akan memacu kinerja staf
pelayanan perijinan. Insentif im1 juga efektif untuk menutup kemungkinan adanya
praktek pungli yang mungkin terjadi.

Faktorstruktur birokrasi berkaitan erat dengan standar operasional
prosedur dalam mmplementasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor. Dalam pandangan peneliti, apabila ditinjau dari
mekanisme pelaksanaan kebijakan, maka penyelenggaraan perijinan sudah cukup
baik. Hal dapat dilihat dari adanya alur yang jelas mulai tahapan verifikasi berkas,
penijauan lapangan, pengajuan rekomendasi teknis, hingga penerbitan IMB.
Namun apabila ditinjau dari tujuan yang telah dicapai dari pelaksanaan
mekanisme tersebut, dapat dikatakan bahwa pencapaian dan pelaksanaan
kebijakan ini masth belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari proses permohonaﬁ
ijin yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan rekomendasi teknis dan
penerbitan 1jin IMB.

Menurut Sabatier dalam Erwan (2012), salah satu satu variabel yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah dasar
hukum yang jelas dalam proses implementasi sehingga dapat menjamin kepatuhan
para petugas di lapangan dan kelompok sasaran. Sebagaimana dijelaskan di atas,
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor
yaﬁg tercantum dalam RTRW Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan Permen
PUPERA Nomor 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan
Sungai dan Danau. Kondisi ini tentu menimbulkan kebingungan para pelaksana di
lapangan karena dasar hukum yang berlaku tersebut saling bertentangan.

Penggunaan salah satu dasar hukum tersebut juga tidak relevan karena tidak dapat
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diabaikan salah satunya. Lebih lanjut, dampak yang ditimbulkan adalah proses

permohonan IMB di kawasan i1 tidak dapat ditindaklanjuti.

Tabel 4.3 Faktor-Faktor dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan
Ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor

No | Faktor-Faktor Keterangan
1 | Komunikasi » Belum dilaksanakannya sosialisasi tatap muka serta
publikasi melalui media cetak dan elektronik pasca
ditetapkanya kebijakan
2 | Sumberdaya » Kurangnya anggaran sosialisasi

= Kurangnya anggaran peninjauan lapangan

» Staf pelaksana pelayanan perijinan mengalami
overload beban kerja (tugas pelayanan perijinan dan
tupoksi pada masing-masing dinas)

3 | Disposisi » Kurangnya anggaran insentif
4 | Struktur » Ketentuan yang saling bertentangan (RTRW
Birokrasi Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau)

Sumber : Hasil Analisis, 2017
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BABYV

KSEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan pemanfaatan ruang kawasan sempadan Sungai
Kayan di Tanjung Selor tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomeor: 28/PRT/M/2015 tahun 2015
| tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau. Dalam RTRW
Kabupaten Bulungan (2013), kawasan sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor berada pada jarak 100 meter dari tepi sungai dan
pengembangannya diarahkan pada ruang terbuka dan tata hijau.
Sedangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2015 tahun 2015, garis sempadan
sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit
berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Ketidaksesuaian ini berimplikasi pada masalah tidak dapat dilakukannya
penerbitan ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan (IMB) di sepanjang
kawasan ini.

2. TFaktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemanfaatan

ruang kawasaﬁ sempadan Sungai Kayan -di Tanjung Selor adalah:l |
a. Faktor komunikasi yang kurang berjalan sebagaimana mestinya yang
ditunjukkan oleh masih ada masyarakat yang belum mengetahui

mengenai kebijakan pengembangan kawasan sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor. Sebagian masyarakat baru mengetahui

| 97
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ketentuan ini ketika akan melakukan permohonan ijin mendirikan

bangunan.

b. Faktor sumberdaya yang kurang memadai, yakni:

1) porsi anggaran yang kecil untuk biaya peninjauan lapangan,
serta biaya untuk sosialisasi dan publikasi kebijakan.
Kekurangan ini secara langsung memengaruhi efektifitas
pelayanan perijinan kepada masyarakat.

2) - Staf pelaksana pelayanan perijinan mendirikan bangunan yang
hingga saat ini masih ditangani oleh staf ASN di lingkungan
Dinas PMPTSP Kabupaten Bulungan dan staf Dinas PUPR
Kabupaten Bulungan yang dalam melaksanakan tugas pelayanan
perijinan juga bertugas sesuai tupoksi di dinas masing-masing.
Hal ini mengakibatkan terjadi overload beban kerja bagi staf
tersebut.

c. Faktor Disposisi
Dalam implementasi pemanfaatan ruang sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor, komitmen para implementor merupakan hal

penting dalam menjalankan ketentuan tentang kawasan sempadan.

Ada Tarik-menarik kepentingan bisa menjadi pemicu komitmen

pelaksaﬂa di lapangan menjadi tidak konsisten. ”

Guna meningkatkan semangat kerja staf pelaksana, insentif

dengan nilai yang wajar/cukup akan memacu kinerja staf pelayanan

perijinan. Insentif ini diharapkan efektif untuk mencegah terjadi

praktek pungli yang mungkin terjadi.

i
I
|
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d. Faktor struktur birokrasi
Mekanisme penyelenggaraan perijinan dalam rangka
pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor sudah cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari keberadaan alur yang jelas mulai dari tahapan verifikasi

berkas, peninjauan lapangan, pengajuan rekomendasi teknis, hingga
penerbitan IMB. Tetapi sebagai akibat kebijakan pemanfaatan ruang

f kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor yang tercantum

dalam RTRW Kabupaten Bulungan tidak sesuai dengan Permen
PUPERA Nomor: 28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan
Garis Sempadan Sungai dan Danau, maka implikasinya adalah
proses permohonan IMB di kawasan ini tidak dapat ditindaklanjuti.

B. Saran

Saran terkait dengan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di
kawasan sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, adalah:

1. Perlu melakukan peninjavan kembali/revisi RTRW Kabupaten Bulungan
yang diterbitkan pada tahun 2013. Upayakan agar ada keselarasan dengan
Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat nomor
28/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempédan. Sungai dan
Danau. |

2. Perlu melaksanakan sosialisasi pada kelompok sasaran di kawasan sempadan
Sungai Kayan di Tanjung Selor dengan melibatkan Organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat.
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3. Perlu penguatan porsi anggaran melalui pendanaan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) untuk mendukung
peningkatan pelayanan perijinan.

4. Perlu adanya pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang di ‘
Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor, serta pemberian insentif
berupa keringanan biaya dan kemudahan proses penerbitan ijin bagt
masyarakat/investor yang taat aturan dan memberikan kontribusi besar bagi
pembangunan di kawasan ini.

5. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang lebih luas
mengenai  kebijakan pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai,

khususnya kawasan sempadan sungai di Kabupaten Bulungan.
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Panduan Wawancara (Narasumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten
Bulungan)

1. Apakah kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor sudah disosialisasikan dengan efektif?

2. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan

pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

3. Bagaimana mekanisme sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan

Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

4. Apa saja sumberdaya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan

pemantaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

5. Apakah kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di

Tanjung Selor telah memenuhi kepentingan kelompok masyarakat?

6. Apa hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan pemanfaatan ruang

Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

7. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?
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Panduan Wawancara (Narasumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bulungan)

1. Apakah kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor sudah diimplementasikan dengan pengaturan dan pengendalian
yang efektif?

2. Apa uvpaya pengaturan dan pengendalian yang telah dilakukan untuk
menjalankan kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor?

3. Bagaimana mekanisme pengaturan dan pengendalian yang telah dilakukan
untuk menjalankan kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai
: Kayan di Tanjung Selor?

4. Apa sumberdaya yang digunakan dalam pengaturan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung
Selor?

! 5. Apakah pengaturan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan
| Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor telah memenuhi kepentingan
kelompok masyarakat?

6. Apakah hasil yang dinginkan dan dalam pengaturan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung

Selor telah tercapai?

7. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengaturan dan
pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor?
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Panduan Wawancara (Narasumber : Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan)

1. Apakah kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor sudah diimplementasikan dengan mekanisme pemberian ijin
yang efektif?

2. Upaya apa saja yang telah dilakukan dalam penerapan mekanisme pemberian
ijin yang efektif?

| 3. Bagaimana mekanisme pemberian ijin pemanfaatan ruang Kawasan

Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

I 4. Sumberdaya apa saja yang digunakan dalammekanisme pemberian ijin

pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

5. Apakah mekanisme pemberian ijin pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan

Sungai Kayan di Tanjung Selor telah memenuhi kepentingan masyarakat?

6. Apakah hasil yang dinginkan dari mekanisme pemberian ijin pemanfaatan

| ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor telah tercapai?

7. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan mekanisme
pemberian ijin pemanfaatan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai

Kayan di Tanjung Selor? ... ..o e e e e
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Panduan Wawancara (Narasumber : Tokoh Masyarakat)

1.

Apakah kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di
Tanjung Selor sudah disosialisasikan efektif?

Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam sosialisasi kebijakan?

Apakah masyarakat memahami mekanisme pemberian ijin pemanfaatan

ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor?

Apakah hasil yang dinginkan masyarakat dalam pengaturan dan pengendalian
kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Sempadan Sungai Kayan di Tanjung
Selor telah tercapai?

Apakah pengaturan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan

Sempadan Sungai Kayan di Tanjung Selor telah memenuhi kepentingan
kelompok masyarakat?
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Bersama Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan
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Foto Wawancara Bersama Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerj_aan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan
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Foto Wawaneara Bersama Kepal‘a Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan
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Foto Wawancara Bersama Kepala Seksi Penataan Bahgunan dan
Pengembangan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bulungan
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Foto Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat berdomisili di RT 19
Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan
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